Menimbang

' { PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DEMGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

. bahwa retribusi dagrah mempakan'.a,'aiah sa'u sumber -pendapatan

dasrah yang potensial  untuk  membiayai  penyelenggarazn
pemerimahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-
Undang Nomaor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retrbusi
Daerah, maka Relribusi Daerah peru diatur dengan Peraturan
Daerah,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngada Nomar
8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Femakaman, Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngada Nomor 11 Tahun 1998
tentang Retnbus| Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten MNgada Momor 16 Tahun 2001 tentarg
Perubahan Peraluran Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat |l Ngada
Nomaor 11 Tahun 19598 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Dasrah
Kabupaten Daerah Tingkat || Ngada Nomor 18 Tahun 1998 tentang
Refribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah
Kabupaten Ngada MNomor 11 Tahun 2001 fentang Retribusi
Pengudfian Kendarasan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten
Ngada Momor 3 Tahun 2006 tentang Retrbusi Penggantian Biaya
Cetak Karmu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipll, Peraturan
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepl Jalan Umum, Peraturan Dasmh Kabupaten
Ngada Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan, parlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Refribusi Jasa Umum;
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JDJndang-Undang Nomor €8 Tahun 1958 tentang Pembentukan
aerah-daerah Tingkat || dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |

Bali. Nusa Tenggara Baral, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Megara Republle Indonesia Tahun 1958 Momor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indonesia Momor 1655);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momar 3209),

Undang - Undang Momor 28 Tahun 19988 tentang Penyelenggara
Megara yang Bersih dan Bebas dari Korups! , Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor
47. Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undasg Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Momer 32 Tahun 2004 teatang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Mamor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Momar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844):

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 44387,

Undang-Undang Normor 28 Tahun 2008 fentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negars Republik Indenesia Tahun
2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5048);

Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomar 27 Tahun 1883 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Edﬂnﬂﬁ]ﬂ Tahun 1885 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 {entang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 1083



1.

12.

tentany Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangar Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Wompr 4578);

Peratiran Pamerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor
185, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4503);

13 *Peraturan Pemerintah I"~.Iurpur 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

14.

16.

17

18

19

Urusan Pemerintahan anfara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737,

Feraturan Pemerintah Nomar 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Dasrah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter Dalam
Neger Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah;

5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di
Bidang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 NMamor 28);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1989 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Pendapatan Lain-lain;

Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngada Nomer 8
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawal Meger Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Ngada Nomor 13 Tahun 1990
Seri D Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Fokok — pokok Pengelolaan Keuangan Oaerabh (Lembaran Dasrah
Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Momor 1);



20. Peraturan Daerah Kabupaten MNgada Nomor 3 Tahun 2008 lentang
Urosan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Mgada (. embaran Dacrah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 2
Seri E Nomor 2

2. Peraturan Daersh Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 fentang
*  Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Dacrah Kabupaten Ngada
5 iLembaran Daerah Kabupaten Mgada Tahun 2008 Nomor & Seri D

Momeor 3Y,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

EAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

T

P

Daerah adalah Kabupaten Ngada

Pemerintah Pusal yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan MNegars Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.

. Bupali adalah Bupati Ngada,

Dawan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatern Ngada.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
s25Uai dengan peraturan perundang-undangan,

. Dinas Pandapatan, Pengelola Keuangan dan Asat Dasrah yang selanjutnya disebut Dinas

PPKAD adalah Dinas Pendapatdn, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Mgada



8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa alau pembenan izin terdentu yang khusus disediakan dan/atsu
diberikan ckeh Pemerintah Daeruh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

8 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daersh berupa usaha dan pelayanan yang
miznyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan

10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibenkan oleh Pemenniah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati cleh orang pribadi atau
Badan,

1. Wajib Retribust adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan unluk melakukan pembayaran retribust, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi terentu,

12.Masa Relnbusi adalah suatu jangka wakiu tententu yang merupaka™ batas waktu bag
Walib Retribusi untuk memanfaaikan Jasa dan perizinan tertentu darl Pemerintah Dasrah
yang bersangkutan

13.5ural Setoran  HRetribysi Oaerah yang selanjuinya  disingkat SSRD  adaiah  bukdl
pembayaran atau penyetoran retibusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalul tempat pembayaran yang
ditunjuk aleh Bupat

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah sural
ketetapan Retribusi yang menantukan besamya jumiah pokok retrisusi yang terutana.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkal SKRDLE adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebinan pembayaran retribusi karena
[umiah kredit retribus| lebih besar daripada retribusi yang lerutang atau seharusnya tidak
terutang, v ;

16, Surat Tagihan Hetribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan lagihan retribusi danfatau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

17.Badan adalah sekumpulan orang. danfatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha vang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Persercan Lainnya, Badan Usaha Millk Megara [BUMM), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasl Masa,
Organisasi Polillk, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontak investasl kokeklif dan bentuk usaha tetap,

18 Pemungutan adalah suaty rangkaian kegiatan mulal dari penghimpunan data objek dan
subjek retibusi, penentuan besamya relribus) yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penystorannya.

19.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada,

20. Pemeriksaan adalal? serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keteranpgan,
danfatau bukti yang dilaksanakan secara cbyektif dan profesional berdasarkan suaty
slandar pemeriksaan uniuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribus! daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -
undangan retribusi daerah.
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21.Panyidik adalah F'ejhbal Fuolisi Megara Republii Indonesia atau Pajabat Pegawal Neger
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang = undang untuk melakukan
penyidikan

22 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatus
dalam Undang — Undang Hukum Acara Pidana vang berlaku untuk mencar serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang teradi dan
guna manemukan tersangkanys. '

23.Penyidik Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawal
Negeri Sipil tertgntu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang — Undajig untuk melakukan penyidikan.

BAB I
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah inf adalah :

Retribusi Pelayanan Kesehatan, ¥
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Retribusi Pelayanan Parkir gi Tepi Jalan Urmum:

Retribusi Pelayanan Pasar,

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotar,;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pela:

Retribusi Pengalahan Limbah Cair; dan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

T TRE AO T

BAB il
NAMA ,OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUS!

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan
oigh Pemerintah Daerah,

Pasal 4

{1) Objek Retribusi Pslayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatsn di puskesmas,
puskesmas kellling, puskesmas pembanty, balal pengobatan, rumah sakit umum daerah




dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

{2} Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesshatan yang
dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milk MNegara, Badan Usana Milik Daerah, dan
pihak swasta.

Pasal &

Subjek Retribug| Pelayanan Kesehalan adalah.orang pribadl atau Badan yang memperoleh
pelayanan kesghalan darl Pemearnintah Daesrah

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal &

Cengan nama Retrbusi Pelayanan Persampanen/febersinan dipungul retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh
Pemernintah Daerah,

Paszal T

(1) Objak Retribusi Felayanan FParsampahan/Kebersihan adalah pelayanan
persampahanikebersihan yang disalanggarakan oleh Pemerintah Daerah,  meliputi |

a. pengambilan/pengumpulan sampah dar tempat-tempat sepertl perumahan/rumah
tinggal, pertckoan/kios dan pasar, restoranfrumah makan, hotel salon kecantikan,
bengkel, mdustri, termpat hiburan, dan apotik ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari fempat-tempal sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan/atau lokast psmbuangan sementara ke lokasi pembuanganipembuangan akhir
sampah; dan T :

©. penyediaan lokasi pembuanganipemusnahan akhir sampah,

(2} Dikecualikan dan objek Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

i LI
f Pasal B

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakanimenikmati pelayanan persampabanfebersihan dari Pemerintah Dagrah,

& Paragraf 3
Retribusi Penggantian Biaya Getak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipll yang diselenggarakan cleh Pemerintah Daerah.

L L]



Pasal 10

Dbjek Retribus] Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah pelayanan .

a. kartu tanda penduduk, :

b. kartu keluarga;dan = '

¢, akta catatan sipll yang melipiti akta kematian, akta perkawinan, akia perceraian, akta
pengesahan dan pengakuan anak, aktz penibahan nama bagl warga Negara Indonzsia
dan Warga Negara Asing.

_ ‘Pasal 11
v Y ;
Subjek Retribusi Fenggantian Biaya Cetak Katu Tanda Penduduk adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari
Pemeariniah Dasrah,

£ L Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 12

Caengan nama Retnbusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi
atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemenntah Daerah

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan
pemakaman yang melipul .

a  pelayanan penguburgnipemakarmsn termasuk penggalian dan pengurukan; dan

b.  sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 14
Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau

Badan yang memperaleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan aleh
Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 15
Dengan nama Retribusi Pelayanan Perkir di Tepl Jalan Umum dipungul retribusi atas
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 16
Objek Relribusi Pelayanan Parkir di Tepl Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di

tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Dasrah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan



Fasal 17

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umurm adalah orang gribadi atau Badan yang
mendapatkan pelayanan parkir di tepl jalan umum,

Paragraf &
Retribusi Pelayanan Pasar

Fazal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan fasiltas pasar tradisional/sederhana. berupa pelataran, los, kies yang dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 18

(1) Objek  Relnbusi  Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas  pasar
lradisionalisederhana, berupa pelataran, los, kios, dan fasiitas lainnya  yang dikelola
Femerintah Dagrah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
fasilitas pasar yang dikalola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan pihak swasta

Pasal 20

Subjek Retrbusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang mempercleh
pelsyanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemarintah Dasrah,

FParagraf 7
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 21 ;

L}
Dengan nama Retriousi Psn_gujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan
pengujian kehdaraan bermotor yang disediakan aleh Pemerintah Daerah,

Fasal 22

(1) Cbjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermolor adalah uji berkala terhadap setiap
kendaraan bermotgr vang beroperast di jalan sesual dengan ketemtuan peraturan
perundang-undangan oleh Pemenntah Daerah, yaitu
a. mobil penumpang umum;

b. mobil bus;
¢. mobil barang; dan
d. kendaraan khusus.

(2) Sellap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi parsyaratan

leknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengujian kendaraan bermotor diatur dengan
Feraturan Bupati.



Pasal 23

Subjek Retribusl Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/msnikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan
motor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan aleh
Pamerintah Daerah,

. Paragraf 8
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

4 . Pasal 24
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dlpungut retribusi atas pelayanan
penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Dasrah.

Pasal 25
LI i
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adaiah penyedizan peta yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah,

' Pasal 26
Subjek Retribusi Penggantian Bigya Cetak Peta adalsh crang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

J Paragraf & )
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah  Cair dipungut retribusl atas pelayanan
pengaldhan limbah car olel Pemerintah Dasrah,

P'Elmai bl 1}

(1) Objek Retnbusi Pengelahan Limbak Cair  adatah pelsyanan pengaiahan limbah cair
rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelala
secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah ealr.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
pengolahan limbah cair vang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah,
Badan Usaha Milk Negara, Badan Usaha Millk Daerah, dan pihak swasta, dan
pembuangan limbah cair secara langsung ke sungal drainase, dan/atay sarana
pembuangan lainnya,

Pasal 29

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati fasiltas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olah Pemerirtah Daerah.



Paragraf 10
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 30

Dangan nama Retribusi Pelayanan Tera/T ara Ulang dipungut retrivusi atas pelayanan
pengujisn alal-alal ukur, takar, imbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam
keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¥

1 Pasal 31

Objek Retribusi Pelayanan TeraMera Wlang adalah:

a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan

b. pengujian barang dalam keadsan terbungkus yang diwajibkan sesual dengan ketenluan
paraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Subjek Hetribus! Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menixmat! pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daeral

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Pasal 33
Wajic Retnbusi Jasa Umum adalah orang pribadi atsu Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan upiuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atay pamotong Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 34

Tingkal penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pefayanan, sarana
yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan,

Pasal 35
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan gelongan
usaha dan kuahtas ramah bnggal,

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak Karu Tanda Penduduk (KTP) dan Akia
Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah kariu dan dokumen catatan sipll yang diterbitkan,



Paszal a7

Tingkal penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan
pemakaian/pemanfastan tempat pemakaman dan/atau sewa mobil jenazah

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan |enis
kendaraan dan frekuensi penggunaan tempal parkir.

Pasal 29

Tingkat peniggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan |enis, luas, dan jangka
waktu.

Pazal 40

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan pemeriksaan
terhadap jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaaan peralatan penguji.

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis peta, skala,

dan ukuran kerlas yang digunakan '
L ) :

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan golongan rumah tangga
dan golongan usaha yang menggunakan jasa instalasi

Pasal 43

Tingkal penggunaan jasa pelayanan leralera ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuanai
pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas
UTTP/BDKT, dan peralatan yang digunakan.

BAE V :
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
¥

8 Pasal 44

(1) Prinsip dan sasaran penelapan' tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan  dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

{2) Biaya sebagaimana dimalﬁbud'pada ayat (1) meliputi blaya operasi dan pemeliharaan,
biaya bunga, dan biaya modal,

{3) Dalamn hal penetapan tarit sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan
tarf hanya uniuk menutup sebagian biaya. .



Pasal 45
(1} Tarif Retribusi ditinjau kembali palli'hg lama 3 (tiga) tahin sekall

{2} Peninjauan tarif Retnbusi sgbagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan
mempehalikan indeks harha dan perkembangan perekonomian,

i3) Penetapan tanf Retnbusi sebagmmana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS|

=

Bagian Kesalu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

{1} Struktur dan besamya tanf digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis
pelayanan kesehalan yang diberikan

(2] Besarnya tarf Retribusi ditetapkan berdasarkan unil cosf masing-masing pelayanar’

{3} Struktur dan besarnya taril refribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
[Dasrah Bajawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan Peraturan Dagrah inl,

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa

Pasal 47

Jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang dilaksanakan i
instalasi dikenakan tarif vang dikelc npokkan ke dalam pelavanan:

& Rawal Jalan yang terdini dari
1. karcis pelayanan kesehatan;
2. obat —obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai,
3, jasa konsulasi;
a) dokter umum;
b) dokter spesialis;
c) keperawatan; dan
d) giz
4. jasa pelayanan’
5. pemeriksaan penunjang diagnostik, dan
6. rehabilitazi medik,




Rawat Darurat terdiri dari !

1. karcis pelayanan kesehatan;

2, cbat —obatan dan bahanfalat “:esehatan habis pakai;
3. jasa konsultasi dan tindakan medik

4, jasa pelayanan; dan

5. pameriksaan panunjang diagnostik.

Rawat lnap terdir dari ;
1. ‘akomodasi;
Z. |asa konsullas:
a) dokter umum;
b} dokler spesialis;
£} keperawatan, dan
d] gizi
. |asa pelayanan;
4. permeriksaan penunjang diagnostik, dan
5. rehabilitasi medik.

Rawat Khusus terdir dari |

1. Recorvery Room (RR)Ruang Pulih Sadar;

2, Intensif Care Unil {ICL); dan

3, Neonatal Intensif Care Unit (NICUYRuang Perawatan Bay Rislko Tingg,

. Rawat sehari | one day care) terdin darni
1. akomodasi;
2 jasa konsulas):

a) dokler umurm,

by dokter spesialis;

¢} keperawatan; dan

d) gizi
3. jasa pelayanan,
4. pemeriksaan penunjang diagnostik, dan
5. rehabilitasi medik,

Tl

Tindakan Medik terdiri dari:
1. tindskan Medik Operatif; dan'
2. tindakan Medik Man Operatif,

Pelayanan Persalinan terdiri dari:

1. persalinan normal,

2. persalinan abn I

3. persalinan dengan tindakan pervaginar; dsn
4, persalinan dengan tindakan bedah caesar,

Felayanan Penunjang Diagnosis tardln darn:

1. pelayanan Radiodiagnostik;

2. laberatorium Patologi Kinik; dan

3. pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS).

Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari:

1. pelayanan untuk menyalurtkan bahan/alat hahis pakal serta keperluan lainnya ke
Poliklinik dan ruangan Iuknnya sesual keparluan;

2 pelayanan reésep kepada pasien rawal jalan; dan

3, pelayanan resep kepada pasien rawat inap.

Lo ]



(1}

(2)

(1)

Pelayanan Rehabiltasi Medik terdin dari ;
1. rehabllitasi medik sederhana;

2. rehabilitasi medik sedang, i

3. rehabilitasi hegar; dan

4, rehabilitasi canggih

Pelayanan Konsultasi Khusus terdin dari :

1. pemeriksaan fvisife.dokier di kelas utama;

2. pemeriksaan fvisife dokter Ahll di kelas |, dan kelas II; dan
3. pemeriksaan /visfte dokter ghil dati rujukan.

Pelayanan Medico Legal untuck visum efrepetum;

Felayenan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
1. pelayanan medik operalif kacil,

2. pelayarman madlk operatif sedang,

3. pelayanan madik operatif bésar ® dan

4. rehabilitasi medik. ' !

Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenasah terdin dari

1. jemput atau an}ar pasien yang masuk atau keluar dari dan ke kKota Bajawa;
2. rujuk pasien ke Rumah Sakit lain, dan

3. jemput atau arfar jenazah yang masuk atau keluar dari dan ke kota Bajawa.

Pelayanan Perawatan Jenazah terdin dar

1. penyimpanan / Rawat inap jgnazah;

2. pengawetan [ konservasi formalin: dan

3. bedah mayat/autopsi dan keterangan kematian,

Pelayanan Kesahatan lainnya terdin dari;

1. pemerniksaan untuk keterangan kesehalan,

2. pemeriksaan untuk keterangan culi melahirkan

1. medical chek up, J
4, pemernksaan untuk keterangan tanda dirawat dan keterangan sakit; dan

5. pemeriksaan untuk keterangan lahir,

Pasal 48

Komponen jasa pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hurdf &
meliputi:

4. |asa sarana,

b. jasa pelayanan; dan

c. jasa madik.

Tanf pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud, pada ayal (1) tidak termasuk cbat-
obatan dan bahan/alat kesshatan habis pakal

Pasal 48

Komponen jasa pelayanan rawal darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b
meliputi:

a, jasa sarana;

b, jasa pelayanan: dan

. jase medik.



(2)

(1
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{3)
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(2)

(1)

(1)
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(1)

E T &

Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
obal-obatan dan bahan/alal kesshatan habis pakal

Pasal 60

Komponen jasa pelayanan rawatl inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huryf ¢
maliputi:

a.jasa sarana dan akomodasi,

b. jasa pelayanan; dan

¢, jasa medik,

Besarnya tarf jasa pelayanan rawat inap untuk rawat gabung bayi yang lahir di RSUD
meliputi:

a, jasa sarana dan akomodasi adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif .ounya;

b. jasa pelayanan dan jasa medik sama dengan tarif jasa pelayanan ibunya.

Tarif rawat inap tidak termasuk obat-cbatan dan bahan/alat kesshatan habis pakal.

Untuk jasa pelayanan medik di luar jam kera, tarifnya ditambah  sebesar 25 % (dua
puluh ima persen) dar jasa medik di dalam jJam kerja.

Tanif jasa pelayanan rawat inap disesuaiken dengan kelas perawatan.
Pasal 51

Komponen jasa pelayanan rawat khusus sebagaimans dimaksud dalam Pazal 47 huruf d
meliputi;.  °

a. jasa sarana dan akomodasi;

b, jasa pelayanan; dan

c, jasa medik,

Tarif pelayanan rawat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-
cbatan dan bahan alat kesehatan habis pakai.

Pasal 52

Komponen jasa pelayanan rawat sehari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e
meliputi: -

4, [asa sarana dan akomodasi;

b, jasa pelayanan; dan ',

c. jasa medik I

Tarif pelayanan rawat sehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lidak termasuk obat-
obatan dan bahan alat kesehatan habis pakal

v Pasal 53

Komponen jasa pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 huruf f angka 1 meliputi;

a. jasa sarana,

b. jasa pelayanan,

c. jasa medik operatif; dan .,

d. jasa medik anasiesi.
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